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PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

JI. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113
E-Mail : Diknaskotabekasit@yahoo.com
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KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
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8 | NOMOR : 188.4/ 205 -Dik.3.3/Il/2017
Ny »
i R 9 5 : TENTANG
A | IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- E “TKIT " AL-ISHMAH "
I". r-'t H *
‘ Fif’ WALIKOTA BEKASI,
o -
:fﬁ. L) - .

- Menimbang . a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia | 7.
; - Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang j -5
perlu diselenggarakan dalam bentuk Satuan PAUD Taman Lg?
Kanak-Kanak; 7
b. Bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Nomor
421.10/013/Dik.3.3/l;/2017 tentang Verifikasi . lzin
Pendirian Satuan Pendidikan TK Al-lshmah tanggal 10
Maret 2017; . .
b c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
e ' pada huruf a, dan huruf b di atas, maka dipandang perlu
Len untuk menetapkan Izin Pendirian TK Al-lshmah dengan
Keputusan Walikota;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tmwngi
' Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi]
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(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nombri
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone.sia_!
3
3
i

s
7?

e
iz
—

= {‘EN\;

e

T
o

Nomor 4132);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nega:raa_ -:';1:-;{)'
Republik Indonesia Nomor 4301); ; Sk

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang"i |
oot P Pemerintahan Daerah = (Lembaran Negara Republikj i
. ) indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran{ /
ok Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimanai ﬁ
A8 telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang- _}:’)/ -
A5 Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 5&"’
Fre aae Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 15{?3
il Y v nerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ; Q-’f-'j\
i gy ' ucnesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran |
" »para Republik Indenesia Nomor 5589); A
Prraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Ll R Ingonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
e b e . Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah { *
Lt diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun:{
Lo1) PERE : - 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
32 P beh 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan---:--
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: = | —---(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
} 2 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
! 5}&*’3 Nomor 5410);
;‘,‘f:-;:‘:u Jos 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang § Wi
Ug;i?fin: i Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, § {3
P Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah § ¢&
¢ oy ! Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2
T Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara >
{-;h‘;‘,_‘.? 5 Republik Indonesia Nomor 4737); ;
BT TR 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang |3
3 P 1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran { 2
[ Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, | g
el Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor | &/
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan § %
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas § {2
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang i [Sw
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran j '==
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42: T
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor j i
5157); ;Qj-:b ]
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia q‘@“
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak & 7.7
Usia Dini; Ny
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 ;g
tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi § §52;
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah; ;},4 5
® RSk CPRRE Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); ey 3 I{fﬂ{*‘“
o T EM 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 r_';.{%'[‘é
o L tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah %E-":, :
Tahun 2008 Nomor 6 Seri D sebagaimana telah diubah j ;\:j‘;;‘h
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun ,;riﬁf p
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotai,j'"-_{?:,
Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kotai i
=7 e ] Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D); 1 ;g.z_n_"if,.:
< (S B g 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 | Eﬁﬂ
o Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diy SéEe’ g
> Kota Bekasi(Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 13 seri i ‘i i
S E); _||:_|: %3:"
¥ i3, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang ' ,p-g'" ;
N Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan  Jenjang ; i3
e Sckolah/Madrasah Pendidikan Nonformal Informal dan ;5% )
S8 1UD di Kota Bekasi. vad N
; . _eturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84! 7i7a i
‘+un 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anaki g "b i
54 Oind; ' ! =
~aturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang | %% i
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Joon -ara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan |
Maarasah Swasta di Kota Bekasi.
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Memberikan Izin Pendirian kepada Satuan PAUD TK Al- | i |

Ishmah Yayasan Ishmatu Arrahman di Jl. Sawoh Raya § ?

Rt.002/04 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan
Jatisampurna Kota Bekasi;

Setelah Surat Keputusan Izin Pendirian ini diterbitkan
maka satuan PAUD TK dapat melakukan kegiatan
operasional dan wajib melaporkan penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali melakukan daftar ulang;
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E L 2 KETIGA . ﬁpﬂbﬂﬂ I‘.C'ljﬂ-di pclmggaran dalam P:nydmggm

i diatur dalam
D ‘Taman Kanak-Kanak sebagaiman
gsxﬂumm:lentcri dan Kebudayaan Nomor S:m ug::lr: ;t;ll;
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 2
izin Pendirian sebagaimana d_Jmaksud .'{Jﬂda ikturmn
KESATU Keputusan ini akan ditinjau kembali;
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KEEMPAT Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan
Ditetapkan di Bekasi
padatg,ng'ga], 20 Maret 2017
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. ~Xth. 1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemend
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i 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat-diBandung; {

-~ | 3.Walikota Bekasi (sebagai laporan}; . ! [

=l 4. Camat Jatisampuina. _ : Ei |
| 5.Kepala UPTD PNFI & PAUD Kccamatan Jatisampurna. !
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